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ABSTRAK 

 

 

Kegiatan perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa antara satu 
negara dengan negara lainnya, sehingga barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri yang 
tidak dapat di produksi di dalam negeri dapat terpenuhi. Sebagai upaya pemerintah dalam 
meningkatkan kegiatan perdagangan internasional dengan meningkatkan ekspor dalam negeri 
bergantung pada peran masyarakat yang ikut andil untuk mendorong perekonomian melalui 
kegiatan ekspor dalam negeri salah satunya melalui kebijakan Kemudahan Impor Tujuan 
Ekspor (KITE) yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sifat 
kebijakan yang diambil menjadi perhatian khusus bagi para pengusaha yang berorientasi ekspor 
dalam menentukan kebijakan perusahaan dibidang ekspor dan impor. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana proses Implementasi fasilitas KITE di Direktorat Jenderal bea 
dan Cukai dalam meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan 
metode kualitatif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi yang 
dicetuskan oleh Donald S. Van Meter dan Van Horn untuk melihat keberhasilan implementasi 
kebijakan KITE di DJBC dalam meningkatkan ekspor Sumatera Selatan. Van Horn. Fokus 
penelitian ini adalah bagaimana proses Implementasi fasilitas KITE di DJBC sehingga dapat 
meningkatkan kinerja ekspor Sumatera Selatan. digunakan adalah data primer melalui kegiatan 
wawancara, dan data sekunder pada buku, jurnal, artikel ilmiah, dan peraturan-peraturan. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi fasilitas KITE di DJBC berdampak positif 
terhadap peningkatan ekspor di Sumatera Selatan.  
 
Kata Kunci : Perdagangan Internasional, Peningkatan Ekspor, Kebijakan Pemerintah, 

Fasilitas KITE, DJBC
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ABSTRACT 

 

 
International trade activities are activities of buying and selling goods or services between one 
country and another, so that goods needed domestically that cannot be produced domestically 
can be fulfilled. As an effort by the government to increase international trade activities by 
increasing domestic exports, it depends on the role of the community who take part in 
encouraging the economy through domestic export activities, one of which is through the Ease 
of Import for Export Purposes (KITE) policy which is implemented by the Directorate General 
of Customs and Excise. The nature of the policies taken is of particular concern to export-
oriented entrepreneurs in determining company policies in the field of exports and imports. 
This research aims to find out how the process of implementing KITE facilities at the 
Directorate General of Customs and Excise is increasing exports in South Sumatra. This study 
uses a qualitative method. The theory used in this research is the implementation theory created 
by Donald S. Van Meter and Van Horn to see the success of implementing the KITE policy at 
DJBC in increasing South Sumatra's exports. Van Horn. The focus of this research is the 
process of implementing KITE facilities at DJBC so that it can improve South Sumatra's export 
performance. used is primary data through interviews, and secondary data in books, journals, 
scientific articles and regulations. The results of this research show that the implementation of 
KITE facilities at DJBC has a positive impact on increasing exports in South Sumatra. 
 
Keywords: International Trade, Increased Exports, Government Policy, KITE Facilities, 
DJBC 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan tingkat kegiatan ekonomi menurut Frederich List terbagi menjadi lima 

tingkat. pada tingkatan pertama adalah zaman berburu dan memancing, dimana manusia 

bertahan hidup di zaman itu hanya memanfaatkan hasil alam saja. Selanjutnya, pada tingkatan 

kedua adalah zaman beternak. Yang ketiga adalah zaman bertani. Kemudian yang keempat, 

manusia melakukan kegiatan bertani dan berkerajinan. Dan yang terakhir pada tingkat kelima, 

manusia bertahan hidup dengan cara bertani, berkerajinan, dan berdagang. Pada tingkat kelima 

kemajuan perekonomian manusia ini, kegiatan perekonomian manusia semakin meluas, 

interaksi kegiatan ekonomi manusia di zaman tersebut bukan hanya di dalam negeri saja tetapi 

juga saling berhubungan dan bergantung sampai ke seluruh dunia. Dengan kegiatan 

perdagangan, ruang hidup manusia tidak hanya sebatas tanah yang didiami saja. Oleh sebab itu, 

kegiatan perdagangan menjadi kegiatan yang esensial yang sangat penting baik bagi setiap 

individu, kelompok, sampai dengan negara. Seiring dengan perkembangan zaman,  teknologi 

informasi dan komunikasi juga akan semakin mengalami perkembangan sehingga semua pihak 

dimanapun dan kapanpun baik secara nasional dan internasional dapat melakukan  kegiatan 

perekonomian dan perdagangan semakin mudah dilakukan. 

Perdagangan internasional merupakan interaksi antara masyarakat di suatu negara 

dengan masyarakat yang ada di negara lainnya untuk melakukan kegiatan perekonomian dalam 

bentuk kegiatan jual beli barang ataupun jasa. Kegiatan perdagangan internasional yang 

dilaksanakan antar negara menjadi kegiatan utama yang berperan penting dalam upaya 
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memelihara hubungan kerjasama internasional yang baik dengan negara lain. Kegiatan 

perdagangan internasional ini dilakukan bukan karena tidak bisa memanfaatkan produk dalam 

negeri, melainkan ada kebutuhan barang-barang dalam negeri  belum bisa diproduksi oleh 

komoditas yang ada dalam negeri sehingga kebutuhan dalam negeri belum bisa terpenuhi. Oleh 

karena itu, untuk memenuhi kebutuhan suatu negara harus dilakukan kegiatan perdagangan 

internasional yaitu impor. Selain itu, dalam kegiatan ini Indonesia juga berpeluang untuk 

memperluas pasar dengan mengekspor produk-produk hasil dalam negeri. 

Dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional, Negara- negara kawasan 

biasanya membentuk blok perdagangan (Trade Bloc). Blok perdagangan adalah kumpulan dari 

beberapa negara di suatu wilayah yang bekerja sama melalui suatu perjanjian perdagangan. 

Pembentukan blok perdagangan ini bertujuan untuk meningkatkan arus barang,jasa, modal, dan 

tenaga kerja. Seorang ahli dari Congressional Research service (CRS), Dick Nanto dalam 

tulisannya Japan and East Asian Trading Bloc mengatakan bahwa dekade sembilan puluhan 

mungkin akan dikenal sebagai dekade blok perdagangan (Djiwandono, 1992) . Praktek-praktek 

pembatasan perdagangan yang dilakukan dengan pengendalian ekspor sukarela (Voluntary 

export restraint atau VER) melalui penentuan kuota, penggunaan aturan anti dumping yang 

berlebihan ataupun penerapan peraturan perdagangan nasional yang proteksionistis, merupakan 

hambatan perkembangan perdagangan dunia. Pembentukan blok perdagangan, justru 

menghambat perdagangan dengan negara negara bukan anggota, juga membahayakan 

pertumbuhan perdagangan dunia. Blok perdagangan yang terbuka akan meningkatkan 

perdagangan, baik antar negara anggota blok maupun dengan negara diluar blok. Hal ini 

nantinya akan mendorong peningkatan produksi dunia. Sebaliknya, suatu itu blok perdagangan 

yang tertutup, kalau menyebabkan tumbuhnya blok perdagangan lain yang melakukan retaliasi 

terhadap blok perdagangan yang pertama tersebut, akan menurunkan perdagangan secara 

keseluruhan.  
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Sebagai negara dengan ekonomi yang bersifat terbuka, Indonesia mengandalkan 

kegiatan ekspor sebagai penggerak ekonomi dan pembangunan nasionalnya.  Dalam mencapai 

kepentingan tersebut Indonesia terus menjaga terselenggaranya hubungan perdagangan 

internasional secara multilateral yang terbuka, bebas dan adil bagi semua negara. Karena itu 

Indonesia terus berupaya untuk mengurangi dan menghapuskan rintangan perdagangan dan 

bersama-sama negara lain menyempurnakan aturan mengenai perdagangan antarnegara untuk 

mencapai  kerjasama multilateral yang sangat baik antar negara di berbagai belahan dunia. 

Sebagai negara yang ekonominya terbuka dan melaksanakan strategi pembangunan 

yang mengandalkan ekspor sebagai penggeraknya, selain terus mengupayakan peningkatan 

daya saing ekonomi nasional, Indonesia terus memperjuangkan terbukanya akses pasar dunia. 

Ini dilakukan melalui perundingan atau perjanjian baik melalui kerjasama bilateral, kerjasama 

regional, maupun kerjasama multilateral, Selain itu Indonesia terus melakukan promosi dan 

menembus pasar secara nyata. 

Indonesia tidak menginginkan pembentukan blok perdagangan yang bertentangan 

dengan GATT (General agreement of tariffs and trade), yang menciutkan peluang pasar bagi 

ekspor Indonesia dan perdagangan dunia. Dalam menghadapi hal ini, Sambil terus 

mengusahakan sistem perdagangan melalui kerjasama multilateral yang lebih bebas, terbuka 

dan adil. peningkatan daya saing ekonomi nasional menjadi hal yang paling penting. 

Peningkatan daya saing ini menuntut suatu sinergi antara pemerintah yang dengan 

kebijaksanaan-kebijaksanaan nya terus berupaya menciptakan iklim usaha yang sehat dan 

mendorong serta dunia usaha dan masyarakat yang semakin pandai, agresif dan profesional 

dalam memanfaatkan peluang yang terbuka maupun menangkal dampak negatif yang timbul. 

Dalam peningkatan daya saing tersebut pemerintah telah menciptakan iklim usaha yang 

mendalam melalui pelaksanaan kebijaksanaan makro yang berhati-hati dan konsisten, baik 

fiskal (Pelaksanaan anggaran berimbang dan dinamis) maupun moneter (pengendalian inflasi 
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dan kurs rupiah yang realistis), melalui paket paket kebijaksanaan Deregulasi sektor keuangan 

perbankan dan sektor-sektor riil, maupun sejarah mikro dalam bentuk peningkatan kemampuan 

administrasi pemerintah serta peningkatan penguasaan.  

 DJBC merupakan instansi pemerintah yang berada dibawah naungan kementerian 

keuangan yang memiliki tugas pokok sebagai penyelenggara dalam perumusan maupun 

pelaksanaan suatu kebijakan fiskal melalui pemberian  fasilitas, pelayanan, menegakkan 

hukum, dan pengawasan di bidang kepabeanan. Selain itu DJBC juga bertugas untuk 

meningkatkan penerimaan negara melalui bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan ketentuan, 

peraturan, dan undang-undang yang telah berlaku. Dengan demikian, dalam menunjang 

perkembangan dan keberhasilan ekonomi nasional Indonesia, DJBC sebagai salah satu instansi 

pemerintah yang memiliki peran penting. Oleh sebab itu, perhatian dan kajian ilmiah tentang 

DJBC dengan semua aspeknya juga penting untuk dilakukan. 

Berdasarkan Peraturan yang dikeluarkan oleh kementerian Keuangan, DJBC juga 

memiliki beberapa fungsi utama. Khususnya di bidang ekspor-impor, DJBC berfungsi sebagai 

sebagai fasilitator bidang perdagangan (trade facilitator) dan bantuan di bidang industri 

(industrial assistance). yang dimaksud dengan fasilitator bidang perdagangan (trade facilitator) 

adalah DJBC berfungsi untuk memberi, melaksanakan, dan mengawasi fasilitas yang dapat 

mendukung produk industri dalam negeri sehingga dapat meningkatkan daya saing kualitas 

produknya di pasar internasional. Sedangkan dalam perannya sebagai bantuan di bidang 

industri (industrial assistance), DJBC memiliki fungsi sebagai pelindung bagi industri nasional 

dari persaingan yang tidak sehat di tingkat internasional. Berdasarkan kedua fungsinya, DJBC 

memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan ekspor produk lokal ke pasar 

internasional, karena ekspor memiliki banyak dampak positif diantaranya adalah devisa 

meningkat, neraca perdagangan membaik, dan lapangan pekerjaan semakin terbuka luas 
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sehingga pada akhirnya dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dalam 

negeri semakin meningkat. 

Pemerintah Indonesia saat  ini terus mengupayakan peningkatan volume ekspor, tidak 

hanya ekspor bahan mentah dan barang setengah jadi, tetapi pemerintah juga memfokuskan 

peningkatan ekspor barang jadi atau produk hasil industri. Oleh karena itu, dalam upaya ini 

pemerintah terus mencari dan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan volume ekspor 

nasional, baik melalui peraturan, kelembagaan, maupun melalui strategi pemberian fasilitas 

fiskal, memberi kemudahan sistem dan prosedur ekspor dan memperlancar arus barang.  

Dalam upaya dalam meningkatkan ekspor Indonesia,  DJBC memiliki peran penting 

yaitu sebagai fasilitator bidang perdagangan (trade facilitator). Salah satu wujud dari peran 

DJBC tersebut adalah dengan memberikan fasilitas KITE. Kebijakan pemerintah atas fasilitas 

ini adalah fasilitas yang diberikan oleh kementerian keuangan dan berdasarkan Keputusan 

Menteri Keuangan No.580/KMK.04/2003 pada 31 Desember 2003 tentang “Tatalaksana 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor dan sistem pengawasannya”. Instansi yang ditunjuk oleh 

kementerian keuangan untuk melaksanakan kebijakan tersebut adalah Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai. 

Fasilitas KITE merupakan fasilitas yang memudahkan perusahaan dengan tidak 

mengenakan pajak atau bea masuk kepada perusahaan yang mengimpor bahan baku yang 

kemudian akan diolah kembali menjadi barang jadi atau produk dengan nilai tambah dan 

diharuskan untuk diekspor kembali dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Fasilitas terbagi 

menjadi dua bentuk fasilitas, yaitu KITE pembebasan dan KITE pengembalian. Perbedaan 

kedua jenis ini hanya pada sistem pembebasan bea masuknya saja, Bagi perusahaan yang 

menerima KITE pembebasan perusahaan tidak perlu membayar bea masuk bahan baku impor 

sama sekali. Sedangkan penerima KITE pengembalian, harus membayarkan bea masuk bahan 



 
6 

baku yang diimpor terlebih dulu kemudian bea masuk yang telah dibayarkan akan dikembalikan 

oleh pihak DJBC apabila produk tersebut telah diekspor kembali. 

Sebagai perusahaan penerima fasilitas KITE, tentunya perusahaan harus memenuhi 

syarat dan kriteria telah ditentukan. Persyaratan dan kriteria sebagai perusahaan KITE ini 

tentunya sudah diatur dan memiliki kekuatan hukum dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 149/2022 di 

mana terdapat 5 kriteria yang harus dipenuhi, yaitu:  

a. Perusahaan memiliki kegiatan industri manufaktur yang mengolah, dan merakit suatu 

barang. 

b. Perusahaan harus mempunyai bukti kepemilikan tempat usaha yang masih berlaku 

dalam kurun waktu setidaknya 3 tahun atas tempat yang akan menjadi lokasi kegiatan 

produksi dan penyimpanan bahan maupun hasil produksi. 

c. Perusahaan harus memiliki Sistem pengendalian internal yang cukup memadai. 

d. Perusahaan harus memiliki sistem informasi berbasis teknologi komputer (IT Inventory) 

yang  memuat dokumen kepabeanan, catatan pemasukan barang, pengeluaran barang, 

persediaan barang yang sedang diproses, dan jumlah saldo barang secara langsung dan 

terus menerus sesuai dengan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang 

telah diatur dan dapat diakses langsung oleh DJBC secara daring (online) sebagai bentuk 

pengawasan. 

e. Perusahan harus diawasi mengenai pemasukan, pengeluaran, penyimpanan bahan dan 

barang serta hasil produksi oleh DJBC yang telah mendapatkan akses online melalui 

CCTV (closed circuit television). 

Selain harus memenuhi kelima kriteria diatas, terdapat persyaratan yang juga harus 

dipenuhi, persyaratan tersebut diatur dalam  pasal 3 ayat (20) PMK 149/2022 yaitu: 

a. Perusahaan harus memiliki izin usaha yang masih berlaku untuk operasional maupun 

untuk kepentingan komersial sesuai dengan peraturan yang ditentukan. 
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b. Perusahaan harus merupakan perusahaan wajib pajak. 

Pemerintah memberikan fasilitas KITE kepada perusahaan diharapkan dapat 

memudahkan dan meringankan bea masuk atau pajak atas bahan baku yang diimpor oleh sebuah 

perusahaan yang kemudian akan diproduksi menjadi produk yang bernilai tambah dengan biaya 

produksi yang lebih murah sehingga dapat memenangkan persaingan produk-produk di pasar 

internasional dan meningkatkan permintaan ekspor produk lokal ke luar negeri. 

Di Sumatera Selatan, Fasilitas KITE dapat dikatakan belum dimanfaatkan dengan 

maksimal oleh perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan ekspor-impor, karena hanya 

ada 3 perusahaan penerima fasilitas KITE, yang terdiri dari 2 perusahaan karet dan 1 perusahaan 

bubur kertas. Angka ini sangat kecil dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang 

memanfaatkan fasilitas KITE yang sebagian besar berlokasi di pulau Jawa seperti di wilayah 

Jakarta ada 97 perusahaan, kemudian di Jawa Barat terdapat 60 perusahaan industri, selanjutnya 

di provinsi Jawa tengah dan Yogyakarta total terdapat 52 perusahaan, Jawa timur ada sebanyak 

80 perusahaan KITE,  Banten ada 49 Perusahaan industri yang memanfaatkan KITE, dan 

sisanya tersebar di seluruh Indonesia (Habibah, 2022). 

Dengan alasan-alasan diatas, peneliti memutuskan untuk memilih judul Implementasi 

Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam 

meningkatkan kinerja ekspor Sumatera Selatan.  

Permasalahannya, sebagaimana berdasarkan tujuan utama dikeluarkannya fasilitas 

KITE yang diharapkan dapat mendongkrak kinerja ekspor nasional. Namun, pada prakteknya 

fasilitas KITE masih belum dimanfaatkan dengan maksimal di seluruh Indonesia. Terutama di 

Sumatera Selatan, jika dibandingkan dengan daerah lain jumlah perusahaan penerima fasilitas 

KITE di Sumatera Selatan masih sangat sedikit.  

Dalam kaitan itu, persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

: Pertama, tentang bagaimana implementasi fasilitas KITE di DJBC dalam mencapai tujuannya 
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sebagai fasilitas untuk meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan. kedua, bagaimana dampak 

pemberian fasilitas KITE di Sumatera Selatan terhadap kinerja ekspor di Sumatera Selatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis 

dapat mengidentifikasi permasalahan yaitu : Bagaimana Implementasi fasilitas KITE di 

DJBC dalam meningkatkan kinerja ekspor di Sumatera Selatan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian                    

1.3.1 Tujuan Penelitian Objektif  

a. Mengetahui  bagaimana implementasi fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor  

(KITE) oleh Direktorat jenderal bea dan cukai  dalam meningkatkan ekspor di 

Sumatera Selatan. 

b. Mengetahui Bagaimana Sosialisasi fasilitas KITE oleh DJBC kepada perusahaan-

perusahaan berorientasi ekspor di Sumatera Selatan. 

  1.3.2 Tujuan Penelitian Subjektif 

a. Pemenuhan syarat akademis dalam memperoleh gelar sarjana di Jurusan Ilmu 

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. 

b. Menambah pengetahuan tentang teori dan aplikasinya dalam kajian Ilmu Hubungan 

Internasional. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Penelitian Teoritis 

a. Memberikan gambaran tentang implementasi bagaimana fasilitas KITE di Direktorat 

jenderal bea dan cukai dalam meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan. 

b. Memberikan gambaran tentang sosialisasi fasilitas KITE oleh DJBC kepada 

perusahaan-perusahaan yang berorientasi ekspor di Sumatera Selatan. 

1.4.2 Manfaat Penelitian Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan pertimbangan serta 

rujukan bagi DJBC dalam memberikan fasilitas KITE kepada pelaku usaha untuk 

meningkatkan daya saing di pasar internasional sehingga dapat meningkatkan ekspor di 

Sumatera Selatan. 

a. Bagi penulis : Penelitian yang penulis buat dapat memberikan pemahaman dan 

pengalaman baru yang lebih luas bagi penulis dengan menerapkan ilmu yang 

telah didapat selama masa perkuliahan di jurusan Ilmu Hubungan Internasional. 

b. Bagi pembaca : Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi suatu pedoman 

dalam meningkatkan literasi serta motivasi belajar yang dapat dijadikan sebagai 

sumber informasi mengenai peran dari DJBC dalam meningkatkan ekspor 

Sumatera Selatan melalui pemberian fasilitas KITE kepada para pelaku usaha. 

c. Bagi pelaku usaha : Penelitian ini memiliki manfaat bagi para pelaku usaha di 

Sumatera Selatan yang berorientasi ekspor yaitu sebagai bahan informasi yang 

berkaitan dengan bagaimana mekanisme penggunaan fasilitas KITE sehingga 



 
10 

dapat mendongkrak perekonomian nasional dengan meningkatkan ekspor ke 

luar negeri. 

d. Bagi peneliti selanjutnya : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan 

dan pemahaman untuk penelitian berikutnya tentang Implementasi fasilitas 

KITE di DJBC dalam meningkatkan ekspor di Sumatera Selatan.
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